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ABSTRAK

pada pemikiran yang biasanya

Istilah penahanan, diasosiasikan orang
but kemerdekaan

tertuju pada tindakan Aparal Penegak Hukum dalam menca
orang lain yang disangka/dituduh melakukan suatu tindak pidana.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adala
senelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (library research),
sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan,
Mekanisme Pengawas Penegak Hukum Dalam Masalah Penanganan
Penahanan Sebelum Dan Sesudah KUHAP. Koodinasi Penegak Hukum
an Sebelum dan Sesudah KUHAP

Dalam PenangananMasalah Penahan
merupakan penelitian normatif yang bersifat penjelajahan sehingga tidak

bermaksud menguji hipotesa.
Mekanisme pengawasan di masa HIR dibandingkan dengan masa
KUHAP dapat disimpulkan hampir sama, ‘hanya pada masa KUHAP lebih
banyak mengedepankan penghormatan Hak-hak Asasi Tersangka ketimbang
di masa HIR. Di Masa HIR dalam hal perpanjangan penahanan, terdapat
Umum. Perpanjangan penahanan

hubungan antara Penyidik dan Penuntut
dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si

tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian Jaksa dapat
memintahkan penangkapan si tertuduh, atau kalau ia sudah ditahan untuk
sementara memerintahkan supaya ia tetap ditahan. Demikian pula setelah
berlakunya KUHAP, baik antara Polisi, Jaksa maupun Hakim ada hubungan
dan kerjasama timbal balik yang baik dalam perpanjangan penahanan Jaksa
berhak menilai apakah penahanan itu dapat diteruskan atau tidak oleh Polisi,
b-f:gitu pula Hakim berhak menilai apakah penahanan itu  dapat
diteruskan/tidak oleh Jaksa. Dengan demikian dengan melihat uraian tersebut

h metode



di atas dapat dikatakan bahwa, setelah berlakunya KUHAP mengenai
masalah penahanan terdapat koordinasi secara vertikal dan sekaligus
horizontal, dalam hal ini antara sesama instansi yaitu antara Polisi, Jaksa dan
Hakim terdapat hubungan kerja yang erat yaitu adanya pengawasan antara
instansi tersebut. Demikian pula secara unsur Penegak Hukum lainnya
misalnya Penasehat Hukum melalui lembaga-lembaga pra-peradilan. Di sini
dapat dikatakan, bahwa KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap
hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan
kewajibannya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penahanan
yang berlarut-larut.

Kata Kunci :Penegak Hukum, Penahanan
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HAN IV

PENUTUP

Herdas r ' a
lasarkan pembahasan-pembahasan  dalam skripsi ini, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut

A. Kesimpulan

| Mekanisme pengawasan di masa [IR dibandingkan dengan masa KUHAP
dapat disimpulkan hampir sama, hanya pada masa KUHAP lebih banyak
mengedepankan penghormatan Hak-hak Asasi ‘Tersangka ketimbang di masa
HIR. Di Masa HIR dalam hal perpanjangan penahanan, terdapat hubungan
antara Penyidik dan Penuntut Umum. Perpanjangan penahanan dilakukan
untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh
tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian Jaksa dapat memintahkan

penangkapan si tertuduh, atau kalau ia sudah ditahan untuk semertara

memerintahkan supaya ia tetap ditahan. Demikian pula setelah berlakunya
KUHAP, baik antara Polisi, Jaksa maupun Hakim ada hubungan dan
kerjasama timbal balik yang baik dalam perpanjangan penahanan Jaksa
berhak menilai apakah penahanan itu dapat diteruskan atau tidak oich Polisi,

begitu pula Hakim berhak menilai apakah penahanan itu dapat

ditcruﬂklﬂ/tidak oleh Jaksa.
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diharapkan tidak akan terjadi penahanan yang berlarut-laryt.

B. Saran-saran

| Perlu ditingkatkan dan dibina kerjasama yang selama ini telah berjalan

dengan baik antara Hakim, Jaksa dan Polisi, adanya sarana-sarana yang
selama ini sudah baik berupa alat yang diperlukan dalam rangka penyidikan
maupun pemeriksaan sidang Pengadilan pertu ditingkatkan guna
menghadapi perkembangan-perkembangan yang ada.
1‘ Kesigapan para petugas dilingkungan pengadilan harus ditingkatkan guna
 mencegah adanya keributan antara pihak yang berpekare
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